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ABSTRAK 

Indonesia adalah negara hukum, oleh karena itu 

segala perkara hukum diatur di Pengadilan. Pengadilan 

Negeri (PN) memiliki kewenanga untuk menangani perkara 

hukum masyarakat pada umumnya, sedangkan Pengadilan 

Agama (PA) khusus menangani perkara hukum perdata 

Masyarakat Muslim. Hal tersebut diatur dalam Undang-

Undang RI Nomor 3 tahun 2006 Pada pasal 49 dijelaskan 

bahwa Pengadilan Agama diberi kewenangan untuk 

memeriksa dan memutus perkara-perkara perkawinan yang di 

dalamnya terdapat tentang penetapan permohonan 

pengangkatan anak dengan hukum Islam. Dengan demikian, 

pengangkatan anak yang dilakukan oleh Masyarakat Muslim 

menjadi kewenangan absolut PA, sedangkan pengangkatan 

anak oleh warga non muslim menjadi kewenangan absolut 

PN. Namun demikian, realitasnya pengangkatan anak oleh 

Masyarakat Muslim lebih banyak dilakukan di PN dari pada 

di PA. Oleh karena itu, hal ini menarik untuk dikaji dengan 

melihat bagaimana Praktik pengangkatan anak di kalangan 

masyarakat Muslim Sleman. Apakah praktik pengangkatan 

anak di kalangan masyarakat muslim Sleman sudah 

dilakukan sesuai dengan ketentuan yang ada? Mengapa 

Masyarakat Muslim Sleman masih mengajukan permohonan 

pengangkatan anak di PN. 

Jenis penelitian yang peneliti lakukan ialah penelitian 

lapangan (Field research). Karena penelitian ini lebih 

menekankan pada data lapangan sebagai objek yang diteliti, 

terkait dengan pengangkatan anak di PA dan PN. Keuntungan 

yang didapat dalam penelitian ini yaitu dapat berinteraksi 

langsung dengan hakim, yang mana hakim mempunyai 

kewenangan untuk memutus Kasus permohonan 

Pengangkatan Anak dan para pemohon. Kemudian 

pendekatan dalam penelitian ini yaitu menggunakan 

pendekatan Sosiologi Hukum. Data-data primer yaitu salinan 

putusan pengangkatan anak dari PA dan PN Sleman dan 

wawancara dengan para hakim dan pemohon yang 
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mengajukan permohonan pengangkatan anak di PA dan PN 

Sleman, sedangkan data skunder di dapat melalui buku, 

salinan putusan perkara, artikel, jurnal, tesis, skripsi dan hal-

hal lain yang berhubungan dengan penelitian ini.  

Penelitian yang dilakukan oleh peneliti dari beberapa 

isu di atas menemukan bahwa; (1) Praktik pengangkatan anak 

di kalangan masyarakat muslim Sleman tidak sesuai dengan 

Peraturan Pemerintah No.54 tahun 2007 Tentang Pelaksanaan 

Pengangkatan anak. Hal tersebut diatur dalam npasal 13 poin 

7 yang menjelaskan bahwa salah satu syarat Calon Orang Tua 

Angkat (COTA) belum memiliki anak atau baru memiliki 

satu orang anak. Sedangkan di PA Sleman, Peneliti 

menemukan bahwa COTA memiliki dua orang anak laki-laki. 

Hal tersebut jelas bertentangan dengan aturan pelaksanaan 

anak yang tertuang dalam Peraturan Pemerintah Nomor 54 

Tahun 2007. (2) kecenderungan masyarakat  muslim 

mengajukan permohonan ke PN. Beberapa yang menjadi 

faktor masyarakat Muslim memilih PN, a. Ketidaktahuan 

Kewenangan PA, b. Demi kejelasan hukum dalam kewarisan.       

Kata Kunci: Pengangkatan Anak, Masyarakat Muslim, 

Pengadilan, Sleman  
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PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN 

Berdasarkan Surat Keputusan Bersama Menteri Agama RI 

dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor 

158/1987 dan 0543b/U/1987, tanggal 10 September 1987. 

A. Konsonan Tunggal 

Huruf 

Arab 

Nama Huruf Latin Keterangan 

 Alif Tidak ا

dilambangkan 

Tidak dilambangkan 

 Ba‟ B Be ب

 Ta‟ T Te ث

 ṡa‟ ṡa‟ Es (dengan titik di ث

atas) 

 Jim J Je ج

 ḥa ḥ Ha (dengan titik di ح

bawah) 

 Kha Kh Ka dan ha خ

 Dal D De د

 Żāl Ż Zet (dengan titik di ذ

atas) 

 Ra‟ R Er ر

 Zai Z Zet ز

 Sin S Es ش

 Syin Sy Es dan ye ش
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 ṣad ṣ Es (dengan titik di ص

bawah) 

 ḍad ḍ De (dengan titik di ض

bawah) 

 ṭa‟ ṭ Te (dengan titik di ط

bawah) 

 ẓa‟ ẓ Zet (dengan titik di ظ

bawah) 

 ain „ Koma terbaik di atas„ ع

g Gain G Ge 

 Fa‟ F Ef ف

 Qaf Q Qi ق

 Kaf K Ka ك

 Lam L El ل

 Mim M Em م

 Nun N En ن

 Wawu W We و

 Ha‟ H Ha ه

Hamza ء

h 

„ Apostrof 

 Ya‟ Y Ye ي
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B. Konsonan Rangkap karena Syaddah ditulis rangkap 

 ditulis   muta‟aqqidin متعقدين

 ditulis   „iddah  عدة

 

C. Ta’ Marbutah 

1. Bila dimatikan ditulis h 

 ditulis   hibah هبت

 ditulis  jizyah جسيت

(ketentuan ini tidak diperlakukan terhadap kata-kata 

Arab yang sudah terserap ke dalam bahasa Indonesia, 

seperti shalat, zakat, dan sebagainya, kecuali bila 

dikehendaki lafal aslinya). 

 

2. Bila diikuti dengan kata sandang “al” serta bacaan 

kedua itu terpisah, maka ditulis dengan h. 

 ‟ditulis  Karāmah al-auliyā كرامت الاولياء

 

3. Bila ta‟ marbutah hidup atau dengan harkat, fathah, 

kasrah, dan dammah ditulis t. 

 ditulis  zakātul fiṭri زكاة الفطر

D. Vokal Pendek 

____    ِ ____  kasrah  ditulis   i 

____    ِ ____ fathah  ditulis  a 

____    ِ ____ dammah ditulis  u 
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E. Vokal Panjang 

Fathah + alif  ditulis  ā 

 ditulis  jāhiliyyah   جب ههية 

Fathah + ya‟ mati ditulis   ā 

 ditulis  yas‟ā   يسعى 

Kasrah + ya‟ mati ditulis  Ῑ 

 ditulis  karīm   كريم 

Dammah + wawu mati ditulis  ū 

 ditulis  furūḍ   فروض 

 

F. Vokal Rangkap 

Fathah + ya‟ mati  ditulis  ai 

 ditulis  bainakum   بيىكم 

Fathah + wawu mati ditulis  au 

 ditulis  qaulun   قول 

 

G. Vokal Pendek yang Berurutan dalam Satu Kata 

Dipisahkan dengan Apostrof 

 ditulis  a‟antum  ااوتم

 ditulis  u‟iddat  اعدت

 ditulis  la‟in syakartum  نئه شكرتم
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H. Kata Sandang Alif + Lam 

a. Bila diikuti Huruf Qamariyah 

 ditulis  al-Qur‟ān  انقر ان

 ditulis  al-Qiyās  انقيب س

 

b. Bila diikuti Huruf Syamsiyah ditulis dengan 

menggandakan huruf syamsiyyah yang mengikutinya, 

serta menghilangkan huruf l (el)-nya. 

 ditulis  as-Samā  انسمبء

 ditulis  asy-Syams  انشمس

I. Penulisan Kata-kata dalam Rangkaian Kalimat 

انفروضذوي    ditulis  Żawȋ al-furūḍ 

 ditulis   ahl as-sunnah  اهم انسىه
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MOTTO 

Untuk memperoleh hal yang besar, 

diperlukan SEMANGAT, 

USAHA DAN TEKAD yang 

tak kalah besarnya. 
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PERSEMBAHAN 

 Penulis Persembahkan Tesis ini untuk, 

Suamiku tercinta Muhammad Fathur Rozi 

Keluarga besar bany H. Sulya (alm) 

 Keluarga besar bany H. Sanusi  

Sahabat-sahabtku yang selalu membuat hidupku 

berwarna. 

Kalianlah pelita hidupku, ridho kalian adalah pintu 

kesuksesanku 

Terimakasih atas semua Doa, kasih sayang, dan 

perjuangan  

yang tiada henti berikan kepadaku selama ini. 
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KATA PENGANTAR 

 بسن الله الرّحوي الرّحين

اشهد اى لا اله الا الله واشهد اى هحودا رسىل الله . الحود لله والشكر لله، 

والصلاة والسلام على سيدًا هحود بي عبد الله وعلى اله واصحابه وهي تبعه: 

 اها بعد 

Segala puji bagi Allah SWT, yang senantiasa 

meberikan karunia-Nya yang agung, terutama karunia 

kenikmatan iman dan Islam. Hanya kepada-Nya kami 

menyembah dan hanya kepada-Nya kami meminta 

pertolongan, serta atas pertolongan-Nya  yang berupa 

kekuatan iman dan Islam akhirnya  penulis  dapat 

menyelesaikan  tesis  ini. Shalawat serta salam semoga selalu 

tercurahkan kepada Nabi Muhammad SAW, dan segenap 

keluarga dan para sahabatnya yang tak pernah mengenal lelah 

memperjuangkan agama Islam sehingga manusia dapat 

mengetahui jalan yang benar dan jalan yang batil. 

Penyusunan Tesis dengan judul ”Praktik 

Pengangkatan Anak di Kalangan Masyarakat Muslim: Kajian 

di Pengadilan Agama dan Pengadilan Negeri Sleman” 

disusun untuk melengkapi dan memenuhi salah satu syarat 

kelulusan mahasiswa  Program Magister Hukum Islam 

Konsentrasi Hukum Keluarga  Fakultas Syari’ah dan Hukum 

Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta. Kami 
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menyadari bahwa penyusunan  tesis  ini tidak akan terwujud 

tanpa adanya bantuan, bimbingan dan dorongan dari berbagai 

pihak. Oleh karena itu dengan segala hormat dan kerendahan 

hati penyusun menghaturkan terimaksih kepada: 

1. Bapak Prof. Drs.  Yudian Wahyudi, M.A., P.hD. 

selaku Rektor UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta 

beserta stafnya. 

2. Bapak Dr.  H. Agus Moh. Najib,  M.Ag.  Selaku 

Dekan Fakultas Syari’ah dan Hukum beserta stafnya. 

3. Bapak  Dr. Ahmad Bahiej, S.H., M.Hum.  Selaku 

Ketua  Prodi  Magister Hukum Islam. 

4. Ibu Prof Dr. Euis Nurlaelawati, M.A. Selaku 

Pembimbing yang telah membimbing penyusun 

menyelesaikan karya ini. Beribu-ribu terimakasih 

peneliti ucapkan atas bimbingan, kritik dan saran 

yang telah diberikan dalam menjawab kegelisahan  

penyusun  untuk kesempurnaan Tesis ini. 

5. Dr. H. Agus Moh. Najib, S.Ag., M.Ag. dan Dr. Sri 

Wahyuni, S.Ag., M.Ag., M.Hum. selaku penguji yang 

telah memberikan masukan, kritik dan saran yang 

membangun dalam penulisan Tesis ini. 

6. Seluruh dosen dan staf Prodi Magister Hukum Islam. 

Terima kasih atas pelajaran dan arahan yang sudah 

diberikan selama ini. 
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7. Bapak dan Ibu Dosen Beserta Seluruh Civitas 

Akademika Fakultas Syari’ah dan Hukum UIN Sunan 

Kalijaga Yogyakarta. 

8. Seluruh Pengasuh dan Guru-guru Pondok Pesantren 

Krapyak Yayasan Ali Maksum Yogyakarta yang telah 

membimbing dan memberikan segudang  ilmunya  

dan doanya bagi peneliti. 

9. Suamiku tercinta, Mas Muhammad Fathur Rozi yang 

selalu menyemangatiku dan mendukungku dengan 

sepenuh hati. 

10. Seluruh  Keluarga besarku tercinta bany H.Sulya 

(alm): Ema, Yu sillah/ Kang iyo, Yu iah/ Kang 

Wahid,  Mamas Jeni/ MB latifah dan bany H.Sanusi:  

Mas Pendi/MB ikmah, Mas Tefur/Mb Lina, Mas 

Beni/ Mb Evi, dan Dek ipo/ Ardi, Dek Nur  

terimakasih atas semua kasih sayang, semangat dan 

Doa yang selalu kalian berikan tanpa henti. 

11. Bapak Ketua Pengadilan Agama dan Pengadilan 

Negeri Sleman beserta jajarannya. Hakim PA Drs. 

Wahyudi dan Drs. Ambari dan Hakim PN bu Ikha 

Tina, pak Rakhmat, pak Bambang yang sudah 

bersedia dan bersdia meluangkan waktu untuk peneliti 

wawancarai dan berbagi banyak ilmu. Bu Titik dan 

pak Rony yang telah membimbing dan memberikan 

informasi hingga terselesaikannya Tesis ini. 
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12. Teman-teman Konsentrasi Hukum Keluarga Prodi 

Magister Hukum Islam  periode 2016, khususnya 

kelas HK_B; Ova, Umam, Wahyu, Fahril, Haris, 

Nizam, Rezki, Fuad, Ulil, Fariq, Mujib, Rusman, 

Kuncoro, Zaenal Amri, Rahmat Satrio, Pohan. teman 

diskusi di kelas semoga ilmu kita bermanfaat. 

13. Sahabat-sahabat di Pondok Pesantren Krapyak 

Yayasan Ali Maksum yang telah memberikan doa dan 

semangat serta warna hidup pada peneliti, terutama 

Mb uzi, Azizah, Qibty, Putri, Robi’ah, Ica, Al-

Humaira, Izzatun, Arinal Muna, Nadia, hesti, ulfah, 
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bisa peneliti sebutkan satu persatu. 
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Marfu’ah, Mugi, Tia dan Mb Yeni, yang telah berbagi 
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Peneliti menyadari adanya banyak kekurangan 

untuk dikatakan sempurna, sedari itu peneliti menghargai 

saran dan kritik untuk akhir yang lebih baik. Akhirnya 

semoga Tesis ini bermanfaat bagi semua pecinta ilmu 

serta diterima sebagai amal kebaikan di sisi Allah. Amin 

ya Rabb al-alamin. 
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BAB I 

PENDAHULUAN  

A.   Latar Belakang Masalah 

Hukum keluarga (perdata) yang berlaku di 

Indonesia ada 2 golongan yaitu: (1) Hukum  Islam 

bagi masyarakat Muslim. Semua urusan 

keperdataan bagi masyarakat muslim diselesaikan 

oleh Pengadilan Agama (PA);  (2) Hukum positif 

berlaku untuk mereka Non Muslim. Semua urusan 

perdata diselesaikan oleh Pengadilan Negeri (PN). 

 Berdasarkan pembagian hukum tersebut, 

idealnya urusan hukum antar masyarakat muslim 

di Penagdilan Agama sesuai dengan UUPA pasal 

2 yang berbunyi: 

“pengadilan Agama adalah salah satu 

pelaku  kekuasaan kehakiman bagi rakyat pencari 

keadilan yang beragama Islam mengenai perkara 

tertentu sebagaimana dimaksud dalam Undang-

Undang ini ” 
1
 

 

                                                           
1
 Undang-Uncdang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2006 

Tentang Perubahan Atas Undnag-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang 

Peradilan Agama pasal 2. 
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Perubahan Undang-Undang No 3 tahun 

2006 atas Undang-Undang No. 7 tahun 1989 

tentang perubahan kekuasaan absolut Peradilan 

Agama permohonan pengangkatan anak yang 

subyek hukumnya orang Islam. diatur dalam pasal 

49 dan 50 undang-undang no 7 tahun 1989. 

Namun pada kenyataanya masyarakat muslim 

masih banyak yang mengajukan permohonan 

pengangkatan anak ke Pengadilan Negeri. Dalam 

ketententuan UU no 3 tahun 2006 sudah jelas 

bahwa pengangkatan anak  sudah menjadi 

kewenangan PA. 

Pengangkatan anak merupakan 

kewenangan Pengadilan Negeri (PN), tetapi 

setelah tahun 2006 pengangkatan anak juga 

menjadi kewenangan Pengadilan Agama (PA). 

Semenjak tahun 2006 pemerintah mengeluarkan 

Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 yang 

mengatur tentang kewenangan Peradilan Agama. 

Sejak itu maka PA berhak meneriksa, memutus, 

dan menyelesaikan permohonan pengangkatan 

anak bagi orang-orang yang beragama Islam. 
2
  

                                                           
2
 Musthofa, Pengangkatan Anak Kewenangan Peradilan Agama, 

(Jakarta: kencana, 2008), hlm 67. Dan dilihat pada pasal 49 Undang-
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Untuk melihat sejauh mana Undang-

Undang nomor 3 tahun 2006 ini terbukti efektif 

dalam mengatur pengangkatan anak masyarakat 

muslim Sleman, maka penelitian  ini difokuskan 

untuk melihat Praktik pengangkatan anak 

masyarkat Muslim Sleman pada kurun waktu 

2013-2018. Realita data yang ditemukan di 

Pengadilan Negeri Sleman selama setelah 

berlakunya Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006  

terbukti masih banyak masyarakat muslim yang 

mangajukan permohonan pengangkatan anak ke 

Pengadilan Negeri.    

Permohonan Pengangkatan Anak  di 

Pengadilan Negeri dan Pengadilan Agama 

Sleman 
3
 

Tahun Penagdilan 

Agama 

Pengadilan 

Negeri 

Keterangan 

 

2013 3 40 -keterangan 

dari panitera 

hukum 

pengadilan 

2014 10 15 

2015 1 34 

2016 7 21 

                                                                                                                        
Undang Nomor 3 Tahun 2006 Tentang perubahan atas Undang-Undang 

Nomor 7 tahun 1989 tentang peradilan Agama.  
3
 Wawancara dengan  panitera hokum Pengadilan Agama dan 

pengadilan negeri Sleman 
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2017 7 35 agama Sleman 

- keterangan 

dari panitera 

hukum 

Pengadilan 

Negeri   

Slemans 

2018 6 17 

     

Bahwa pengangkatan anak merupakan 

suatu proses hukum yang dibutuhkan dalam 

kehidupan masyarakat, termasuk masyarakat 

Indonesia. Apakah prosedur yang dibuat oleh 

negara sudah sesuai dengan kebutuhan 

masyarakat untuk melakukan  pengangkatan 

anak. Pengangkatan anak jika tidak mengikuti 

peraturan pemerintah, dan tanpa adanya 

penetapan pengadilan, maka akan berdampak 

pada anak tidak terlindungi, dan tujuan 

pengangkatan anak itu sendiri adalah untuk 

kepentingan terbaik bagi anak.  
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Pengangkatan anak diatur dalam 

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 

54 tahun 2007 tentang  pelaksanaan 

Pengangkatan Anak pasal 13. Menjelaskan 

tentang Syarat-syarat calon orang tua angkat 

yaitu; 

a. Sehat jasmani dan rohani; 

b. Berumur paling rendah 30 tahun dan 

paling tinggi 55 tahun; 

c. Beragama sama dengan agama calon anak 

angkat; 

d. Berkelakuan baik dan tidak pernah 

dihukum karena melakukan tindak 

kejahatan; 

e. Berstatus menikah paling singkat 5 tahun; 

f. Tidak merupakan pasangan sejenis; 

g. Tidak atau belum mempunyai anak atau 

hanya memiliki satu orang anak; 

h. Dalam keadaan mampu ekonomi dan 

sosial;  

i. Memperoleh persetujuan anak dan izin 

tertulis orang tua atau wali anak; 
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j. Membuat pernyataan tertulis bahwa 

pengangkatan anak adalah demi 

kepentingan terbaik bagi anak, 

kesejahteraan dan perlindungan anak; 

k. Adanya laporan sosial dari pekerja sosial 

setempat; 

l. Telah mnegasuh calon anak angkat paling 

singkat 6 bulan, sejak izin pengasuhan 

diberikan; dan 

m. Memperoleh izin menteri dan/atau kepala 

instansi sosial. 
4
 

Hal penting yang perlu digaris bawahi 

adalah pengangkatan anak harus dilakukan 

dengan proses hukum dengan produk 

penetapan pengadilan. Jika hukum berfungsi 

sebagai penjaga ketertiban dan sebagai 

rekayasa sosial, maka pengangkatan anak 

yang harus dilakukan melalui penetapan 

pengadilan tersebut merupakan kemajuan 

kearah penertiban praktik hukum 

pengangkatan anak yang hidup di tengah-

tengah masyarakat, agar peristiwa 

pengangkatan anak itu di kemudian hari 

                                                           
4
 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 54 tahun 2007 

tentang  pelaksanaan Pengangkatan Anak : pasal 13. 
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memiliki kepastian hukum baik bagi anak 

angkat maupun bagi orang tua angkat. Praktik 

pengangkatan anak dilakukan di Pengadilan 

Negeri maupun dalam lingkungan pengadilan 

Agama bagi mereka yang beragama Islam.
5
 

Kewenangan pengangkatan anak masih 

diperebutkan antara Pengadilan Negeri dan 

Pengadilan Agama untuk yang beragama 

Islam, karena di Pengadilan Negeri masih 

menerima permohonan pengangkatan anak 

yang beragama Islam. Sedangkan kewenangan 

pengangkatan anak sudah menjadi wewenang 

Pengadilan Agama. 

Data yang didapat oleh Peneliti terkait 

banyaknya kasus pengangkatan anak  di DIY, 

DIY sendiri mempunyai 5 Pengadilan:  PA 

Yogyakarta, PA Bantul, PA Wates, PA 

Wonosari dan PA Sleman masing-masing PA 

mempunyai tingkat permohonan pengangkatan 

anak yang berbeda-beda. Peneliti tertarik 

untuk meneliti lebih jauh di  PA Sleman 

karena PA Sleman memiliki kasus 

permohoanan pengangkatan anak yang banyak 

dibandingkan di PA yang lainnya..  

                                                           
5
Ibid., hlm. 12. 
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Berdasarkan permasalahan-

permasalahan yang dipaparkan di atas, maka 

penyusun tertarik untuk melakukan penelitian 

dalam kajian ilmiah dengan judul “Praktik 

Pengangkatan Anak di Kalangan Masyarakat 

Muslim: Kajian Pengadilan Agama dan 

Pengadilan Negeri Sleman”. Untuk itu, dalam  

tesis ini peneliti akan menganalisis mengapa 

masyarakat muslim Sleman cenderung 

memilih PN, Seberapa jauh negara mampu 

merubah cara pandang hukum dan praktik 

hukum masyarakata Sleman terkait dengan 

pengangkatan anak menurut pemohon dan 

hakim Pengadilan Agama dan Pengadilan 

Negeri Sleman.  

B. Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang yang telah 

dipaparkan di atas, maka peneliti merumuskan 

pokok masalahnya sebagai berikut:   

1. Apakah praktik pengangkatan anak di 

kalangan masyarakat muslim Sleman sudah 

dilakukan sesuai dengan ketentuan yang ada? 

2. Mengapa  masyarakat muslim Sleman masih 

mengajukan permohonan pengangkatan anak 

ke Pengadilan Negeri? 
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C. Tujuan dan Kegunaan 

c. 1  Tujuan penelitian  

Tujuan dari penelitian ini adalah 

sebagai kontribusi pemikiran agar 

pengangkatan anak tetap lebih difokuskan 

pada kepentingan calon anak angkat, 

jaminan atas kepastian hukum, keamanan, 

keselamatan, pemeliharaan dan 

pertumbuhan anak ngkat. Sehingga 

pengangkatan anak memberi peluang pada 

anak untuk hidup lebih sejahtera, bukan 

sekedar untuk memenuhi kepentingan para 

calon orang tua angkat. 

1. Penelitian ini bertujuan Untuk 

mengetahui pemahaman para pihak 

yang mengajukan permohonan 

pengangkatan anak di Pengadilan 

Agama  bagi masyarakat muslim 

Sleman. 

2. Peneliti juga akan meneliti adanya 

faktor-faktor yang mempengaruhi 

pemohon didalam  pengajuan 

permohonan pengangkatan anak di 

pengdilan Negeri Sleman.   
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c. 2 Kegunaan penelitian 

Adapun kegunaan yang hendak dicapai dalam 

penelitian ini adalah: 

1. Kegunaan secara  teoritis, 

Secara toeri penelitian ini  

diharapkan dapat  memberikan kontribusi 

bagi perkembangan hazanah ilmu 

pengetahuan Hukum Perdata Islam pada 

umumnya, khususnya tentang 

pengangkatan anak Islam, yang penting 

untuk diketahui oleh seluruh sarjana 

Hukum Islam di bidang Hukum Keluarga. 

2. Kegunaan secara praktis,  

Secara praktis, kajian ini 

diharapkan mampu membantu  proses 

pengevaluasian diri bagi akademisi dan 

praktisi hukum Islam serta membantu 

mensosialisasikan menyelesaikan praktik 

pengangkatan anak kepada masyarakat 

muslim di Pengadilan Agama dan 

pengadilan Negeri. Selain itu, penelitian 

ini merupakan bentuk apresiasi dan 

dukungan terhadap tercapainya 

pembaharuan UUPA dan KHI. 
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D. Telaah Pustaka 

Penelitian tentang  pengangkatan anak 

bukanlah hal yang baru di Indonesia, karena 

pengangkatan anak di Indonesia sudah menjadi 

tradisi bagi keluarga yang belum mempunyai 

keturunan. Sejauh ini, sudah banyak penelitian 

tentang isu anak khususnya tentang anak angkat, 

maka peneliti mengambil beberapa literatur yang 

berhubungan sekaligus dijadikan sebagai rujukan 

dalam penulisan tesis ini. 

Penelitian normatif yang mengkaji 

pengangkatan anak sudah banyak dilakukan oleh 

para peneliti sebelumnya, salah satunya penelitian 

tersebut adalah artikel yang berjudul “Kedudukan 

Anak Angkat  dalam Perspektif Hukum Perdata, 

Hukum Adat, dan Hukum Islam” Yang ditulis 

oleh Zamzami.
6
 Zamzami menjelaskan ketentuan 

dan praktik pengangkatan anak menurut hukum 

perdata, hukum Adat dan hukum Islam. Menurut 

hukum perdata pengangkatan anak harus 

dilakukan secara formal melalui pengesahan 

pengadilan. Dan akibat hukumnya berpindahnya 

nasab anak angkat dari orang tua kandung kepada 

                                                           
6
 Zamzami, “Kedudukan Anak Angkat dalam Perspektif Hukum 

Perdata, Hukum Adat, dan Hukum Islam”, Jurnal Nurani., Volume 17, 

No.1, Juni 2017. hlm, 34. 
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orang tua angkat dan anak angkat mnedapat harta 

waris dari orang tua angkatnya dan merupakan 

penerus keturunan orang tua angkat.
7
   

 Ketentuan dan praktik pengangkatan anak 

menurut hukum adat di Indonesia cukup unik 

yaitu ada dua cara pengangkatan anak secara 

formal dan melakukan secara non-formal. yang 

dilakukan masyarakat secara formal dengan 

mengadakan upacara ritual adat, mengundang 

tetua-tetua adat dan kerabat dekat dengan 

menyuguhkan jamuan secara adat. Sedangkan 

yang dilakukan secar non-formal tidak ada 

upacara adat. Zamzami juga menjelaskan terkait 

dengan kewarisan, ada daerah yang memeberikan 

warisan kepada anak angkatnya dan adapula yang 

tidak memberikan.Dalam hukum Islam  

pengangkatan anak dimana anak angkat 

diapandang dan  diakui sebagai anak kandung 

sendiri dan dapat menerima warisan dari bapak 

angkatnya, tidak sesuai dengan hukum Islam. 
8
 

 

 

                                                           
7
 Ibid, hlm. 39. 

8
 Ibid., hlm.40. 
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Selain artikel tersebut terdapat juga karya 

lain yang berbentuk tesis yang disusun oleh Drs. 

Ahmad Shidiq.
9
  shidiq Tesis tersebut membahas 

praktek pengangkatan anak yang dilakukan 

masyarakat Islam di Kabupaten Bantul yang 

menggunakan sistem Hukum Adat dan sistem 

Hukum Islam berdasarkan data perkara 

pengangkatan anak pada Pengadilan Negeri dan 

Pengadilan Agama Bantul.
10

 Dengan hasil dari 

penilitian ini adalah masyaratkat Islam Bantul, 

menggunakan sistem hukum adat yang tidak 

sesuai dengan hukum Islam ketentuan-ketentuan 

hukum yang mengatur pengangkatan anak pada 

tahun dia meneliti belum dikodifikasikan, 

sehingga dalam pelaksannya di Msayarakat dalam 

melakukan pengangkatan anak menganut sistem 

hukum yang berbeda bahkan dijumpai adanya 

kombinasi atau kerancuan antara sistem hukum 

adat dan sistem hukum Islam yang berbeda. 
11

 

 

                                                           
9
 Drs. Ahmad Shidiq, “Pengangkatan Anak Menurut Hukum 

Adat dan Hukum Islam (Studi Kasus pada Pengadilan Agama dan 

Pengadilan Negeri Bantul), Tesis tidak diterbitkan, Program Pascasarjana 

UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta (2004). 
10

 Ibid., hlm. 14. 
11

 Ibid., hlm 98 
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Terdapat pula penelitian tesis yang sangat 

menarik terkait pengangkatan anak yang 

dilakukan oleh Nur Mohammad Abdoeh. Abdoeh 

dalam karyanya  memfokuskan pada  filosofi  

hibah harta pada anak angkat maksimal 

sepertiga.
12

 Yang menjadi rumasan masalah dalam 

penelitian ini adalah: mengapa dalam hukum 

Islam merumuskan bagian dalam hibah yang 

berhak diterima anak angkat maksimal hanya 

sepertiga bagian dari keseluruhan harta, apa yang 

melatar belakanginya? Dan bagaimana praktek 

hibah pada masa Rasulullah SAW dan pada masa 

lahirnya KHI ditinjau dari aspek sosiologis?.
13

 

Peneliti menggunakan pendekatan sosiologis dan 

filosofis. Tesis ini membuktikan sebuah 

kesinambungan hukum dan dualisme hukum 

sebuah hukum yang saling terkait antara fenomena 

yang terjadi di Masyarakat dan aturan hukum 

yang ada dalam Kompilasi Hukum Islam dan 

hadis dalam menyelesaikan polemik.
14

 Berbeda 

dengan penelitian  penyusun yang akan 

                                                           
12

Nor Muhammad Abdoeh, “Hibah harta pada anak angkat 

(telaah sosio dilosofis terhadap bagian maksimal sepertiga)”,Tesis, tidak 

diterbitkan, Fakultas Syari’ah dan Hukum.UIN Sunan Kalijaga 

Yogyakarta, 2015. 
13

 Ibid, hlm, 9. 
14

 Ibid, hlm, 114. 
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memfokuskan pada praktek pengangkatan anak di 

Masyarakat Muslim Sleman. 

Selain zamzami, Shidiq, dan Abdoeh karya 

ilmiah selanjutnya sebuah jurnal dengan judul 

“Penetapan Waris Anak Angkat Dalam 

Masyarakat Batak di Desa Portibi Julu Sumatera 

Utara”. ditulis oleh Radinal Muhatar Harahap.
15

 

Radinal Muhatar Harahap membahas masalah 

waris bagi anak angkat pada masyarakata Batak. 

Hasil penelitian yang dilakukan bahwa bagian 

waris bagi anak angkat pada masyarakat Batak di 

Desa Pertibi Julu ditetapkan ketika pengangkatan 

anak (mangain) berlangsung. Anak angkat 

mendapatkan waris sebagaimana anak kandung, 

baik dalam persoalan jumlah maupun waktu 

pembagian. Kedudukan anak angkat dalam 

keluarga pada masyarakat adat Batak di desa 

Portibi Julu, dijelaskan bahwa anak angkat tidak 

dapat memperoleh hak waris dari orang tua 

kandungnya dan mendapatkan hak tersebut dari 

orang tua angkat . hubungan perwalian yang 

                                                           
15

 Radinal Muhtar Harahap, “Penetapan Waris Anak Angkat 

Dalam Masyarakat Batak di Desa Portibi Julu Sumatera Utara”. Jurnal  

Al-Hukama’. hlm. 12 
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menegaskan segala hak dan kewajiban orang tua 

kandung beralih kepada orang tua angkat.
16

       

Selain jurnal dan tesis terdapat banyak 

skripsi yang meneliti tentang pengangkatan anak 

ditulis oleh Deni Akbar, Ongky Alexander, dan 

Aggar Nilasari. Deni Akbar dalam Skripsinya yang 

berjudul  status anak adopsi dalam penetapan 

pengadilan negeri yogyakarta dan pengadilan 

agama yogyakarta (studi terhadap perkara no. 

341/pdt.p/2011/pn.yk dan no. 

0062/pdt.p/2011/pa.yk).
 17

  Deni akbar dalam 

penelitiannya menggunakan pendekatan yuridis 

normatif. Dan menghasilkan bahwa di Pengadilan 

Negeri yang sumber hukumnya dari hukum positif 

(PP) status anak adopsi atau anak angkat sama 

halnya dengan anak kandung. Jadi semua hak dan 

kewajiban yang melekat pada anak angkat sama 

halnya dengan anak kandung. Sementara status 

anak adopsi dalam penetapan Pengadilan Agama 

yang bersumber dari hukum Islam, anak adopsi 

                                                           
16

  Ibid, hlm 16. 
17

 Deni Akbar, “Status Anak Adopsi  dalam penetapn Pengadilan 

Negeri Yogyakarta dan Pengadilan Agama yogyakarta (Studi terhadap 

perkara No. 341/Pdt.P/2011/PN.YK dan No. 0062/Pdt.P/2011/PA.YK)”, 

Skripsi tidak diterbitkan, Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan 

Kalijaga Yogyakarta (2013)  
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hanya sebatas anak asuh bukan anak kandung. 

Hak-hak yang melekat pada anak adopsi tidak 

sama halnya dengan hak anak kandung. Kedua, 

akibat hukum pengangkatan anak di Pengadilan 

Negeri dan Pengadilan Agama. Di Pengadilan 

Negeri anak adopsi terputus hubungan nasabnya 

dengan orang tua kandung. Tetapi malah 

sebaliknya nasab anak adopsi beralih kepada 

nasab orang tua angkat Sementara di Pengadilan 

Agama nasab anak adopsi tidak terputus dengan 

nasab orang tua kandungnya, yang beralih adalah 

hak perwaliannya saja. Dalam hal pewarisan, 

pengan gkatan anak berdasarkan penetapan 

pengadilan Agama anak adopsi berhak atas harta 

warisan dari orang tua angkatnya berdasarkan 

wasiat wajibah.ketiga adapun persamaan 

penetapan pengangkatan anak dari kedua 

pengadilan tersebut adalah perlindungan terhadap 

anak angkat dapat terjamin terhadap perwalian 

hukum maupun harta warisan dari orang tua 

angkatnya. 

Skripsi selanjutnya yang disusun oleh 

Ongky Alexander, yang berjudul “Tinjauan Hukum 

Islam Terhadap Pengangkatan Anak di Penagdilan 

Agama Wates (Studi Terhadap Putusan Perkara 
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No.0047/ Pdt.P/2011/PA W)”. 
18

 Ongky 

Alexander mendeskripsikan secara garis besar 

bahwa hakim memberikan pertimbangan-

pertimbangan yang sudah sesuai dengan 

perundang-undnagan pengangkatan anak. 

menggunakan metode normatif-yuridis meninjau 

dalam perspektif hukum islam, majlis hakim 

memperbolehkan pengankatan anak dengan alasan 

demi mementingkan kesejahteraan anak, terutama 

anak yang terlantar,   pengangkatan anak di 

Pengadilan Agama Wates sudah sesuai dengan 

hukum Islam. 

Skripsi selanjutnya penelitian yang 

dilakukan oleh Aggar Nilasari.
 19

 Anggar lebih 

mendeskripsikan proses dan mekanisme 

pengangkatan anak di Pengadilan Agama 

Yogyakarta. proses dan mekanisme pengangkatan 

anak yang diterapkan Pengadilan Agama 

Yogyakarta sudah sesuai dengan peraturan 

                                                           
18

Ongky Alexander, “Tinjauan hukum Islam terhadap 

pengangkatan anak di Penagdilan Agama Wates (Studi Terhadap Putusan 

Perkara No.0047/ Pdt.P/2011/PA W),” Skripsi, tidak diterbitkan. Fakultas 

Syari’ah dan Hukum.UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta 2012.hlm. 62-63. 

 
19

Aggar Nilasari, “Parktek Pengankatan Anak di Yogyakarta 

(Kajian di Pengadilan Agama Yogyakarta) Skripsi, tidak diterbitkan. 

Fakultas Syari’ah dan Hukum.UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta 2012.hlm. 

70. 
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perundang-undangan Indonesia. Prosedur 

penetapan pengangkatan Anak namun pada 

tataran syarat pengangkatan anak, terdapat syarat 

yang tidak diharuskan di PA Yogya, yaitu surat 

rekomendasi pengangkatana anak dari dinas 

sosial. Padahal dalam peraturan pemerintah no 54 

tahun 2007 tentang pelaksaann Pengangkatan 

anak, surat rekomendasi dari dinsa sosial wajib 

ada, selain itu terdapat syarat usia calon orang tua 

angkat yang melebihi usia dalam peraturan 

perundang-undangan namun majelis hakim tetap 

mengabukalan permohonan tersebut.
20

 

Melihat rumusan masalah dan penemuan 

yang  ditemukan oleh penelitian sebelumnya 

mempunyai kolerasi dengan penelitian ini. 

Namun, tentunya memiliki perbedaan. Perbedaan 

tersebut dapat dilihat dari fokus masalah yang 

diteliti. Penelitian yang peneliti lakukan 

membahas tentang  praktik pengangkatan anak 

yang dilakukan masyarakat Muslim Sleman: 

Kajian di Pengdailan Agama dan Pengadilan 

Negeri yang difokuskan pada pelaksanaan hukum 

permohonan penetapan pengangkatan anak setelah 

keluarnya aturan kewenangan peradilan Agama 

                                                           
20

 Ibid., hlm. 76. 
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dalam undang-undang Nomor 3 tahun 2006, 

pendekatan yang digunakan peneliti adalah 

pendekatan sosiologi. Dan yang termasuk lingkup 

penelitian ini adalah efektifitas hukum, masalah 

pengaruh hukum terhadap perkembangan 

masyarakat dan sebaliknya pengaruh 

perkembangan masyarakat terhadap pelaksanaan 

dan pemikiran hukum. Masalah ini yang belum 

dibahas oleh para peneliti tentang pengangkatan 

anak yang dapat menambah hazanah pengetahuan 

dan memeberikan kontribusi masalah hukum 

dalam hal pengangkatan anak. 

Tesis ini membahas praktik pengangkatan 

anak yang dilakukan masyarakat Islam di 

Kabupaten Sleman yang berdasarkan data perkara 

pengangkatan anak pada Pengadilan Negeri dan 

Pengadilan Agama Sleman, mengingat untuk 

adanya kepastian hukum atau legalisasi atas 

pengangkatan anak yang telah dilakukan oleh 

pemohon.  
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E. Kerangka Teoritik 

1. Teori kewenangan 

Sebagaimana yang diatur dalam Undang- 

Undang no. 3 tahun 2006 tentang perubahan atas 

Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 Tentang 

peradilan Agama telah membawa perubahan besar 

dalam eksisitensi lembaga peradilan agama saat 

ini. Salah satu perubahan yang mendasar adalah 

penambahan wewenang peradilan agama dalam 

penetapan asal-usul anak dan pengangkatan anak 

masuk dalam bidang perkawinan. Berdasrkan 

pasal 49 ayat (1) ditegaskan bahwa , peradilan 

agama memilki kewenangan dalam memeriksa, 

mengadili dan menyelesaikan perkara 

pengangkatan anak dengan hukum Islam. 
21

 

Untuk menerapkan kewenangan absolut 

Pengadilan Agama dalam memberikan penetapan 

pengangkatan anak berdasarkan hukum Islam 

perlu  diketahui terlebih dahulu dasar hukum 

penerapannya. 

 

 

                                                           
21

 Undang- Undang RI Nomor 3 tahun 2006 tentang perubahan 

atas Undang-Undang RI Nomor 7 tahun 1989 Tentang peradilan Agama. 
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Motivasi terpenting dalam praktik  

pengangkatan anak adalah untuk kepentingan 

yang terbaik bagi anak sehingga kesejahteraan 

anak harus diperhatikan dan diutamakan daripada 

kepentingan pribadi orangtua angkat. Anak harus 

memperoleh kasih sayang dan penghidupan yang 

layak dari orang tua angkat. 

2. Kepentingan Terbaik bagi anak 

Adapun teori yang digunakan peneliti 

untuk menjawab objek dalam penelitian ini adalah 

teori Kepentingan terbaik bagi anak (The Best 

Interest Of the Clild). Dalam Undang- Undang 

No. 23 tahun 2002 tentang perlindungan anak 

yang menjelaskan bahwa: “penyelenggaraan 

perlindungan anak berdasarkan Pancasila dan 

berlandaskan Undang-Undang Dasar Negara 

Republik Indonesia tahun 1945 serta prinsip-

prinsip dasar konvensi hak-hak anak  meliputi: 

a. Non-diskriminasi 

b. Kepentingan terbaik bagi anak 

a. Hak untuk hidup, kelangsungan 

hidup, dan perkembangan, dan  
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c. Penghargaan terhadap pendapat 

anak ” 
22

 

Keasadaran hukum masyarakat Secara 

ilmiah maupun melalui pengamatan yang 

sangat teliti sangat sulit mengetahui adanya 

kesadaran hukum masyarkat, lebih sulit lagi 

jika ingin mengetahui tingkat kesadaran 

hukum yang dimiliki oleh mereka, untuk 

mengetahui secara kualitatif tingkat kesadaran 

hukum masyarakat yang dimilikinya maka 

harus ada upaya untuk melkukan pengamatan 

secara seksama.
23

  

3. Teori Efektifitas Hukum 

Teori ketiga yang peniliti gunankan 

dalam penilitian  yuridis sosiologis adalah 

teori efektifitas hukum, dalam buku yang 

berjudul Dualisme penelitian hukum yang 

ditulis oleh Mukti Fajar ND dan Yulianto 

Achmad menjelaskan bahwa teori efektifitas 

hukum adalah teori yang menjelaskan tentang 

                                                           
  

22
 Pasal 2 Udang-undang No. 23 tahun 2002 tentang 

perlindungan anak  

 
23

  Sudarsono, Pengantar Ilmu Hukum, (Jakrta: Pt Rineka Cipta, 

1995), hlm. 55. 
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bekerjanya satu aturan perundang-undangan 

ketika diterapkan dalam masyarakat, termasuk 

penjelasan mengenai hambatannya. 
24

 

Dalam kerangka dalam memahami 

berdasarkan teori efektifitas hukum, penelitian 

ini mencoba untuk mengetahui sejauh mana 

efektifitas hukum pengangkatan anak dalam 

masyarakat muslim Sleman khusunya pada 

msyarakat muslim  Sleman yang mengajukan 

permohonan pengangkatan anak kepada 

pengadilan Negeri Sleman. Fenomena hukum 

yang diteliti dalam penelitian ini bukan 

efektifitas hukum secara umum melainkan 

tentang hukum secara khusus yaitu tentang 

pengangkatan anak yang diajukan masyarakat 

Muslim Sleman. .  

F. Metode Penelitian 

Penelitian merupakan suatu kegiatan 

ilmiah, maka agar dapat dipertanggungjawabkan 

dibutuhkan suatu metode ilmiah, sehingga 

meliputi: 

 

                                                           
24

 Dr. Mukti Fajar, N.D dan Yulianto Achmad, M.H, Dualisme 

Penelitian Hukum Normatif dan Empiris, hlm. 141. 
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1. Jenis penelitian  

Jenis penelitian yang digunakan ialah 

penelitian lapangan atau field research.
25

 Karena 

penelitian ini lebih menekankan pada data 

lapangan sebagai objek yang diteliti, terkait 

dengan pengangkatan anak di PA dan PN. Peneliti  

dalam penelitian ini  mengumpulkan data dan 

informasi yang dibutuhkan yang bersumber dari 

PA dan PN Sleman dalam kurun waktu enam 

tahun terakhir (tahun 2013-2018). 

2. Sifat penelitian  

Penelitian ini bersifat deskriptif analitis
26

 

yaitu menggambarkan dan menaganalisis data dan 

informasi yang diperoleh mengenai fakta-fakta 

atau kejadian dalam masalah penelitian.
27
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Andi Prastowo, Metode Penelitian Kualitatif dalam Perspektif 

Rancangan Penelitian, cet. III (Yogyakarta: Ar-Ruzz Media, 2014), hlm. 
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26

 Pendekatan analitis yaitu mengetahui makna yang terkandung 

dalam Undang- Undang atau aturan yang ada secara konseptual. Ada dua 

cara yaitu dengan berusaha memperoleh makna baru yang terkandung 

dalam Undang-Undang tersebut, kemudia car yang kedua yiatu dengan 

menguji istilah-istilah tersebut dalam praktik hukum. Ha l ini dipaprkan 

oleh Jonny Ibrahim dalam bukunya yang berjudul “Teori dan Metodologi 

Penelitian Hukum Normatif” (Malang: Bayumedia Publishing 2012) hlm 

310.  
27

Sofyan, A. P. Kau, Metode Penelitian Hukum Islam Penuntun 

Praktis untuk Penulisan Skripsi dan Tesis,cet. I (Yogyakarta 

:MitraPustaka, 2013), hlm. 155. 
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sehingga dapat mengetahui makna yang 

terkandung dalam undang-undang atau peraturan 

yang ada secara konseptual. Ada dua cara yaitu 

dengan berusaha memperoleh makna baru  yang 

terkandung dalam undnag-undang tersebut, 

kemudian cara kedua dengan menguji istilah-

istilah tersebut dalam praktik hukum.
28

 Dan akan 

diperoleh kesimpulan mengenai aktualisasi 

prosedur dan kewenangan  pengangkatan anak di 

PA dan PN Sleman. 

3. Sumber Data:  

a. Data primer yaitu data yang diperoleh 

langsung dari sumbernya, baik melalui 

wawancara, observasi maupun laporan dalam 

bentuk dokumen yang kemudian diolah peneliti.
 

29
 Peneliti dalam memperoleh data melalui 

wawancara dengan para hakim Pengadilan 

Agama dan Pengadilan Negeri yang kemudian 

dianalisis dengan menggunakan pendekatan 

Sosiologi hukum terkait peraturan-peraturan yang 

berlaku mengenai psengangkatan anak.  

                                                           
28

 Jonny Ibrahim, Teori dan Metodologi Penelitian Hukum 

Normatif, (Malang: Bayumedia Publishing 2012), hlm,310. 
29

 Zainuddin Ali, Metode Penelitian Hukum, LenyWulandari 

(ed.), cet. Ke V (Jakarta :SinarGrafika, 2014), hlm. 106. 
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Salinan amar putusan yang diperoleh dari 

PA dan PN dan diperkuat dengan wawancara 

dengan hakim  PA dan PN Sleman, peneliti 

mewawancarai 5 hakim dari kedua pengadilan, 2 

hakim dari PA dan 3 hakim dari PN Sleman dan 2 

Pemohon yang menagjukan Permohonan 

pengangkatan anak ke PN.     

b. Data sekunder 

Data sekunder untuk memperoleh data 

dan informasi yaitu dengan menggunakan 

dokumentasi berbagai literatur dari kitab-

kitab, buku-buku, jurnal, artikel dan berbagai 

karya ilmiah  lainnya yang bersifat online 

ataupun offline yang berkaitan dengan topik 

pembahasan penelitian yaitu pengangkatan 

anak.
 30
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 Data sekunder, yaitu data yang diperoleh dari dokumen-

dokumen resmi, buku-buku yang berhubungan dengan objek penelitian, 

dan peraturan perundang-undangan.Ibid. 
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4. Pendekatan penelitian  

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian 

ini adalah pendekatan sosiologi hukum.
31

  Pendekatan 

sosiologi hukum berusaha mencari titik temu antara 

law in the book dan law in action. untuk mengetahui 

hubungan hukum dengan moral dan logika internal 

hukum dan pengaruhnya terhadap perilaku sosial 

yang berpedoman pada aturan-aturan dalam hukum 

positif yang berkaitan dengan pengangkatan anak 

yang tidak sesuai dengan prosedur.  

Pendekatan ini juga mengakaji fakta hukum di 

lapangan berupa fenomena sosial, kesesuaian fakta, 

yang kemudian dijadikan bahan pertimbangan analisis 

data untuk menemukan faktor-faktor yang 

mempengaruhi hukum dalam masyarakat masyarakat 

Muslim Sleman di  ruang lingkup Pengadilan Agama 

dan Pengadilan Negeri. 
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 Sosiologi hukum adalah cabang ilmu pengetahuan yang antara 

lain meneliti mengapa manusia patuhh kepada hukum dan mengapan dia 

gagal untuk menaati hukum tersebut serta faktor-faktor sosiial lain yang 

mempengaruhinya. Lihat Soerjono Soekanto, pokok-pokok sosiologi 

hukum, cet. Ke-2 (jakarta: Rajawali Press, 2011), hlm.12. 
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5. Teknik Pengumpulan data 

Teknik  pengumpulan data yang dipakai 

peneliti dalam penelitian ini adalah wawancara 

dan dokumentasi. Dalam hal ini peneliti 

melakukan wawancara, wawancara yang 

terstruktur dilakukan dengan membawa 

pertanyaan lengkap dan terpperinci. Nara sumber 

pertama adalah beberapa hakim yaitu: 2 hakim 

dari PA Sleman dan 3 hakim dari PN Sleman dan 

wawancara dilakukan juga  dengan para pihak 

yang mangajukan permohonan pengangkatana 

anak ke Pengadilan Negeri. 

Metode Dokumentasi
32

 Yaitu penelitian 

yang menggunakan buku-buku sebagai sumber 

data atau sebuah penelitian dengan mempelajari, 

menelaah dan memerikasa bahan-bahan 

kepustakaan yang mempunyai relevansi materi 

pembahasan ini, atau penelitian yang dilakukan di 

perpustakaan dengan cara membaca, menelaah 

atau memeriksa bahan-bahan kepustakaan.
33

 

Dalam penulisan Tesis ini penliti mempelajari 
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 Sutrisno Hadi, Metode Research, (Yogyakrta: Fak. Psikologi 

UGM, 1980), hlm. 38. 
33

 Dudung Abdurrahman, Pengantar Motode Penelitian, 

(Yogyakarta: Kurnia Kalam Semesta, 2003). hlm.  
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data perkara dan   putusan pengangkatan anak dari 

Pengadilan Agama dan Pengadilan Negeri Sleman 

dalam kurun waktu dari tahun 2013-2018. 

Disamping itu juga, peneliti mempelajari 

perundang-undangan yang terkait dengan 

Pengangkatan anak. 

6. Analisis data 

Setelah diperoleh data primer  dan data 

sekunder  kemudian Analisis data yang digunakan 

peneliti adalah dengan menggunakan analisis data 

dengan metode kualitatif.
34

 Data yang didapatkan 

akan dianalisis dengan cara menganalisis data 

yang ada ke dalam bahasa kata-kata atau kalimat 

yang tujuannya untuk memeperoleh keterangan 

yang jelas, tuntas dan terperinci. Dengan demikian 

penelitian kualitatif adalah suatu tata cara 

penelitian yang menghasilakan data deskriptis 

analitis, yaitu dinyatakan oleh responden secara 

tertulis  atau lisan dan juga perilaku yang nyata 

dan kemudian diteliti untuk selanjutnya dipelajari 

sebagai data tersusun dengan baik, teratur dan 

tersistematis. 

                                                           
34

 Andi Prastowo, Metode Penelitian Kualitatif dalam Perspektif 

Rancangan Penelitian, (Yogyakarta: Ar Ruzz Media, 2011)hlm. 237 
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Penelitian ini dimaksudkan untuk 

meninjau respon masyarakat muslim terhadap 

upaya pemerintah dalam menegakkan syari’at 

Islam dalam hal perdata khusunya pengangkatan 

anak. Untuk meneliti seberapa efektifitas hukum 

yang terdapat dalam undang-undang nomor 3 

tahun 2006 tentang perubahan atas undang-

undnag nomor 7 tahun 1989 tentang peradilan 

agama yang menegaskan bahwa segala bentuk 

persoalan perkawinan yang didalamnya terdapat 

pengangkatan anak  bagi yang beragama islam 

harus diselesaikan di Pengadilan Agama, maka 

penelitisn ini dimulai dengan melihat seberapa 

banyak kasus pengangkatan anak yang diajukan 

oleh masyarakat muslim di Pengadilan Negeri dan 

Pengadilan Agama Sleman dalam kurun waktu 

2013-2018. 

Selanjutnya untuk meggali alasan dan 

faktor apa permohonan pengangkatan anak 

diajukan ke Pengdailan Negeri oleh masyarakat 

Muslim. Kemudian peneliti menggunakan 

panduan quisienor untuk memperoleh data yang 

lebih rinci. Preses penggalian informasi dilakukan 

wawancara dan merekam yang kemudian 

beberapa fakta yang sudah didapat dari para pihak 
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akan diteliti berdasarkan teori hukum dan teori 

hukum Islam. Hasil yang diperoleh melalui proses 

analisis dengan teori diatas akan menghasilkan 

kesimpulan penelitian.   

G. Sistematika Pembahasan 

Dalam melakukan penulisan Tesis ini 

peneliti membaginya kedalam beberapa bagian, 

yang terdiri dari 5 bab, yaitu: 

Bab pertama merupakan pendahuluan 

sebagai pengantar secara keseluruhan sehingga 

dari bab ini diperoleh gambaran tentang 

pembahasan Tesis ini, dalam bab pertama ini 

berisikan latar belakang masalah yang 

memaparkan tentang mengapa penelitian ini 

dilakukan, rumusan masalah, tujuan dan kegunaan 

penelitian, telaah pustaka, kerangka teoritik, 

metode penelitian memeparkan tentang cara-cara 

penelitian dan sistematika pembahasasn. 

Adapun bab kedua menyajikan tentang 

pengangkatan anak secara umum yang difokuskan 

pada: kajian Peraturan Pemerintah dan Hukum 

Islam, tentang pengertian anak angkat, 

pengangkatan anak dalam hukum Islam,  

pengangkatan anak dalam peraturan pemerintah 

dilihat dari pihak anak, orang tua, tata cara 
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pengangkatan anak, akibat hukum pengangkatan 

anak. Bab ini akan menjadi sebuah pandangan 

pandangan umum sebagai pijakan awal dalam 

meninjau kasus yang sedang penyusun teliti. 

Bab ketiga memdiskusikan tentang praktik 

pengangakatan anak dan  kasus dalam 

penyelesaian permohonan pengangkatan anak 

pada pengadilan Agama dan Pengadilan Negeri 

Sleman. Bagian ini perlu peneliti dahulukan dari 

pada uraian tentang data-data kasus pengangkatan 

anak yang diajukan ke PA dan PN, kemudian 

memaparkan kasus-kasus dan penetapan hukum 

dalam perkara yang diteliti. 

Bab keempat merupakan bab yang 

menjelaskan tentang pilihan hukum masyarakat 

muslim Sleman mengajukan permohonan 

pengangkatan anak: antara  di PN atau di PA. 

Peneliti menjelasakan kecenderungan masyarakat 

terhadap PN dan Alasan masyarakat muslim ke 

PN karena ketidak tahuan masyarakat tentang 

kewenangan yang sudah menjadi kewenangan 

absolut PA, kepastian hukum dalam kewarisan, 

dan kontestasi kewenangan dan kesadran hukum. 
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Bab kelima  merupakan bab penutup berisi 

tentang  kesimpulan dari penelitian yang 

dilakukan dan saran-saran.  
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BAB V 

PENUTUP 

A. Kesimpulan 

Setelah melakukan pembahasan dari data-data 

di lapangan yaitu di PA dan PN dengan teori serta 

menguraikan pokok-pokok yang terdapat pada 

rumusan masalah yang ada pada penelitian praktik 

pengangkatan anak di kalangan masyarakat muslim: 

kajian di PA dan PN, maka dapat ditarik kesimpulan 

sebagai berikut: 

1. Praktik pengangkatan anak di kalangan masyarakat 

muslim Sleman tidak sesuai dengan Peraturan 

Pemerintah No.54 tahun 2007 Tentang 

Pelaksanaan Pengangkatan anak. Hal tersebut 

diatur dalam Pasal 13 poin 7 yang menjelaskan 

bahwa salah satu syarat COTA belum memiliki 

anak atau baru memiliki satu orang anak. 

Sedangkan di PA Sleman, Peneliti menemukan 

bahwa COTA memiliki dua orang anak laki-laki. 

Hal tersebut jelas bertentangan dengan aturan 

pelaksanaan anak yang tertuang dalam Peraturan 

Pemerintah Nomor 54 Tahun 2007. 
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Berdasarkan penelitian yang peneliti 

lakukan di Pengadilan Agama. Penetapan 

pengangkatan anak tidak melalui perizinan kepada 

Dinas sosial. Kebijakan Pengadilan Agama masih 

menerima dan penetapan pengangkatan anak yang 

secara langsung . Pengangkatan anak secara 

langsung adalah pengangkatan anak yang 

langsung dilakukan antara orang tua kandung 

dengan orang tua angkat (privat adoption).  Privat 

adoption menurut SEMA nomor 6 Tahun 1983 

diperbolehkan tetapi tetap melalui pengadilan.  

2. Masyarakat muslim masih banyak mengajukan 

permohonan penetapan pengangkatan anak  ke PN, 

dan PN menerima dengan pertimbangan hukum 

untuk kepentingan terbaik bagi anak. Padahal sejak 

tahun 2006 kewenangan pengangkatan anak 

masyarakat muslim sudah menjadi kewenangan 

PA. Ada beberapa faktor  yang mempengaruhi  

masyarakat muslim mengajukan permohona 

pengangkatan anak ke PN, yaitu: 

a.   Ketidaktahuan masyarakat tentang 

kewenangan pengangkatan anak. Praktik 

pengangkatan anak di PA masih bisa dilakukan 

secara privat, prosedur PA ketika pengangkatan 
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anak dilakukan secara privat tidak melalui Yayasan 

dan DINSOS, sedangkan DINSOS dan Yayasan 

mengarahkan permohonan pengangkatan anaknya  

ke PN. Oleh karena itu menjadikan faktor 

masyarakat muslim tidak mengetahui kewenangan 

Pengadilan Agama. ketika masyarakat melakukan 

prosedur pengangkatan anak ke Yayasan dan  

Dinas Sosial m, mereka diarahkan mengajukan 

permohona pengangkatan anaknya ke PN. Yayasan 

dan DINSOS mempunyai pemahaman yang 

melembaga bahwa pengangkatan anak masih 

menjadi kewenangan PN walupun ojeknya 

beragama Islam.  

b. Demi kepastian hukum dalam kewarisan atas 

pengagkatan anak. masyarakat muslim melakukan 

permohonan pengangkatan anak ke PN demi 

kepastian hukum,  Penetapan tersebut yang 

memberikan hak waris pada anak angkat.  

B. Saran 

Pemerintah perlu melakukan sosialisasi secara 

khusus tentang pengangkatan anak dan 

pelaksanaannya yang dilakukan masyarakat muslim. 

Dengan berbagai cara melalui media agar dapat 

memberikan informasi secara luas kepada masyarakat 
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bahwa pengangkatan anak yang dilakukan masyarakat 

muslim sudah menjadi kewenangan pengadilan 

agama. 

Pemerintah supaya membuat suatu aturan 

yang khusus, menyeluruh dan interigritas mengenai 

hak dan kewenangan pengadilan dalam  menetapkan 

pengangkatan anak agar tidak ada konflik yang  

timbul diantara instansi dan  masyarkat muslim 

mengetahui tentang kewenangan  PA yang terkait dan 

memahami prinsip pengangkatan anak sesuai dengan 

peraturan perundang-undangan.  

Pemerintah harus lebih aktif dalam 

mensosialisasikan peraturan-peraturannya dalam 

ketentuan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 

sebagai upaya kebijakan pemerintah dalam 

memberikan kemaslahatan bagi umat Islam yang 

berwujud kepada kepatuhan hukum agama yang 

menjadikan kewajiban para pemaluk agama Islam. 
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